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430. Mabit Mina di Muzdalifah

A.Deskripsi Masalah

Sejak beberapa tahun belakangan ini, jumlah jama’ah haji secara
terus menerus bertambah dan tampaknya akan terus demikian sesuai
dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam di dunia dan
bertambahnya kemampuan ekonomi serta kemudahan atas transportasi.
Dalam jumlah sekitar 2 (dua) jutaan, beberapa tempat penyelenggaraan
manasik seperti Sa’i antara Shafa dan Marwa, tempat mabit di Mina,
dan tempat melempar batu (jamarat) semakin tidak mampu menampung
luapan jama’ah. Bukan hanya itu, akan tetapi kesulitan dan kecelakaan
yang membawa korban jiwa hampir selalu terjadi khususnya di tempat
melempar batu. Usaha perbaikan dan perluasan tempat-tempat tersebut
oleh pemerintah Arab Saudi tampaknya semakin terbukti tidak mampu
menyelesaikan masalah dan bahkan terkesan telah sampai ke jalan
buntu. Yang paling mencolok adalah bahwa ketentuan Mabit di Mina
selama hari-hari melempar jumrah terpaksa harus dijalani di Muzdalifah.
Sementara kita tahu, bahwa bagaimanapun Muzdalifah bukan Mina.

B. Pertanyaan

a. Bagaimana hukumnya Mabit Mina tetapi dijalankan di Muzdalifah?

b. Jika hal itu dimasukkan dalam kondisi keterpaksaan (darurat),
bagaimana jika yang darurat menjadi norma yang terabaikan?

c. Adakah jalan keluar yang bisa ditawarkan oleh para ulama terhadap
semakin terbatasnya tempat-tempat pelaksanaan ibadah (manasik)
haji di satu pihak dan semakin bertambahnya jama’ah haji di lain fihak?

C. Jawaban
Pengertian mabit Mina, bukan berarti bertempat tinggal dan tidur

di Mina, oleh karenanya orang yang berhaji bisa saja bertempat tinggal

dan tidur di luar Mina (misalnya Muzdalifah, Makkah dan lain-lain)

- asalkan ia melaksanakan mabit di Mina.

Hukum mabit Mina, secara syar’i jika dilaksanakan di Mina pada
malam-malam fasyrig (11-13 Dzulhijjah) pada waktu antara ghurub al-
syams hingga terbit fajar dalam tempo selama mu’dham al-lail (sekurang-
kurangnya separo malam lewat sebentar/lahzhah) misalnya berkemah
di Muzdalifah, Makkah, dan lain-lain, maka wajib melaksanakan
mabit di Mina dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan jika tidak
melaksanakannya maka ia diwajibkan membayar dam. Menurut Imam
al-Rafi'i hukum mabit Mina sunnah, karena itu bagi jama’ah haji yang
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bertempat tinggal di luar Mina, misalkan berkemah di Muzdalifah
dan Makkah, maka sunnah melaksanakan mabit Mina dengan ketentuan-
ketentuan tersebut, dan jika tidak melaksanakannya, maka sunnah
membayar dam.

D.Dasar Pengambilan Hukum
1. Nihayah al-Zain?
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Yang kedua dari wajib haji adalah mabit (bermalam) di Muzdalifah.
Kewajiban mabit di tempat tersebut cukup sesaat (sebentar) dari
sebagian waktu setelah tengah malam. Jika seseorang meninggalkan
Mudzdalifah sebelum waktu tengah malam, ia wajib kembali. Jika ia
tidak kembali sampai terbit fajar maka ia wajib membayar dam ...

Yang ketiga, mabit di Mina di ketiga malam hari-hari tasyrig, dan
kewajiban mabit di tempat ini adalah pada sebagian besar malam,
dan hal ini bisa terpenuhi bila orang bermalam lebih dari separch
malam, sekalipun hanya sebentar.

2. Kifayah al-Akhyar? |
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Mabit pada malam hari di Mina itu d1perse]151hkan Ada yang
mengatakan wajib dan pendapat itu dishahihkan oleh al-Nawawj,
karena Rasulullah Saw. melakukan mabit di Mina, sedangkan beliau
bersabda: “Ambillah dariku manasik kalian.” Pendapat lain mengatakan:
mabit di Mina adalah sunnah. Pendapat inilah yang disebutkan oleh
al-Syaikh Abu Syuja’ dan dishahihkan al-Rafi’i. Dan dengan pendapat

1 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-’Ain,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 192.

2 Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Makkah: Maktabah al-
Tujjariyah, 1995), Juz I, h. 219-220.
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itu sebagian ulama memastikan (tanpa khilafiyah), seperti mabit di
Mina pada malam ‘arafakh.

Rekomendasi

1. Menghimbau kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membangun
fasilitas mabit Mina secara vertikal. ‘ ’

2. Menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia agar
meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya
memberikan bimbingan kepada jamaah haji terhadap problem mabit
Mina agar mereka dapat melaksanakan mabit secara yakin dan sah.

431. Badal Haji Bagi yang Meninggal Sebelum Wukuf

A.Deskripsi Masalah -

- Pelaksanaan badal (orang yang mewakili) haji yang selama ini
dilaksanakan adalah bagi mereka yang umumnya sudah meninggal
dunia di tanah airnya. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh keluarga
atau orang yang dipercayainya.

B. Pertanyaan
Hukum orang meninggal sebelum menyempurnakan rukun-
rukun hajinya:
a. Bagaimana kelanjutan hajinya?
b. Siapa pelaksananya?
c. Dari mana biayanya?
d. Kapan pelaksanaannya?

C. Jawaban
Apabila orang yang meninggal tersebut sudah istigrar (berkewajiban

haji) dan ia memiliki harta peninggalan (tirkah), maka ahli warisnya

wajib menghajikannya. Apabila tidak memiliki harta kekayaan (tirkah),
maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.
Cara menghajikannya:

a. Menurut gaul adzhar, harus dimulai dari awal (ihram). Adapun
menurut gaul qadim, boleh dengan meneruskan rukun-rukun
haji yang belum dilaksanakan.

b. Untuk pelaksanaan hajinya, dilakukan pada tahun seketika itu
pula (fauran), jika tidak memungkinkan bisa dilaksanakan pada
tahun-tahun berikutnya.
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D.Dasar Pengambilan Hukum
1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj?
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(Macam yang kedua -dari dua macam ishitha’ah/mampu haji- adalah
mampu melaksanakan haji tidak secara langsung, namun (dengan
dilaksanakan orang lain. Maka seseorang yang mati) dalam kondisi
tidak murtad (dan mempunyai tanggungan haji) wajib yang sudah

" tetap, meski disebabkan nadzar. Yakni ia mungkin melakukannya setelah
mampu melaksanakannya sendiri atau dilaksanakan orang lain, dan
kematian itu terjadi setelah separo malam hari nahr -Idul Adha-, serta
telah lewat kemungkinan melempar jumrah, thauaf dan sa’i bila orang

3 Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir:
Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid V, h. 245.
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yang haji masuk -Makkah- setelah wukuf, lalu ia mati, maka ia berdosa,
meski seorang yang masih muda dan rombongannya belum pulang. Dan
(wajib menghajikannnya), al-Nawawi menambahi redaksi kitab al-
Muharrar pada ungkapan beliau (dari tirkahnya), dan biaya haji itu
harus diambil darinya seperti hutangnya dilunasi dari tirkah tersebut.
Baik yang membelanjakan tirkahnya adalah ahli waris, orang yang
diwasiati atau hakim. Dan umrah ketika telah menjadi tanggungan
maka seperti haji dalam hukum yang telah ditetapkan, meski ia tidak
- mewasiatkannya. Bila ia tidak meninggalkan tirkah, maka bagi ahli
warisnya sunnah menghajikannya, baik menghajikan sendiri maupun
dengan penggantinya. Bagi orang lain boleh -pula-menghajikannya,
meski ahli waris tidak mengizinkan, dan dengan hajinya mayit pun
bebas dari tanggungannya. Haji berbeda dengan puasa yang harus
mendapat izin dari ahli waris dengan keberadaan puasa sebagai
ibadah badaniyah murni, berbeda dengan haji. | |

Dalil dalam masalah tersebut adalah hadits shahih, yaitu seorang
perempuan berkata pada Nabi Saw.: “Wahai Rasulullah, Sungguh
kewajiban kepada Allah atas hambaNya yang terkait haji telah menjadi
beban ayahku yang sudah tua sekali, yang tidak mampu menaiki
kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?” Rasulullah Saw.
menjawab: “Ya.” Dan hadits shahih yang menyatakan bahwa seorang
perempuan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh Ibuku telah mati
dan belum pernah haji sama sekali, apakah aku boleh menghajikannya?”
Rasulullah Saw. menjawab: “Hajikanlah sebagai ganti darinya.” Dan
seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh saudariku telah
bernadzar haji dan mati sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh
menghajikannya?” Rasulullah Saw. menjawab: “Ya.” Beliau bersabda:
“Maka lunasilah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak dilunasi.” Maka
Rasulullah Saw. menyamakan haji dengan hutang yang tidak akan
gugur dengan kematian, maka dalam haji harus diterapkan -pula-
hukum hutang, |

2. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*

039
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* Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.
th.), Jilid VII, h. 135.
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(Sub Masalah): Bila orang yang tengah mengerjakan haji bagi dirinya
sendiri meninggal dunia di saat mengerjakannya, bolehkah orang lain
menggantikan untuk (melanjutkan) hajinya? Dalam hal ini ada dua
pendapat yang masyhur; Yang lebih shahih adalah dari gaul jadid, yaitu
tidak boleh. Sebagaimana dalam shalat dan puasa. Sedangkan menurut
gaul qadim boleh, dikarenakan dalam ibadah ini dimungkinkan untuk
digantikan orang lain. Berdasarkan gaul jadid amaliah haji yang sudah dijalani
menjadi batal, namun pahalanya tidak, dan wajib menghajikannya dengan
mengambilkan biaya dari harta warisannya, jika ibadah haji sudah berketapan
dalam tanggungannya, dan jika hajinya merupakan sunnah yang tidak
bisa dilaksanakan kecuali pada tahun ini, maka tidak wajib. Adapun
berdasarkan gaul gadim, terkadang seseorang mati sedangkan waktu
untuk mengambil (niat) #ram masih ada, dan terkadang orang meninggal
dunia sedangkan waktu mengambil (niat) ihram sudah habis. Jika masih
ada waktu untuk mengambil (niat) jhram, maka penggantinya memulai
(niat) ihram haji dan wuquf di ’Arafah jika almarhum belum wugqf, namun ia
tidak wajib wuquf jika-almarhum sudah wuguf, dan ia tinggal melaksanakan
amalan yang selanjutnya. Sehingga tidak menjadi masalah terjadinya niat
ithram dalam bulan-bulan haji, karena ia mendasarkan mnmya atas ihram
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(orang lain), yakni ia memulai dari #ranmya. Dan bila waktu (mengambil
niat) ihram sudah habis, maka apakah ia harus ihram? Ada dua pendapat;
Pertama, dan ini juga merupakan pendapat Ishaq, hendaknya ia
mengambil (niat) #iram ‘umrah, kemudian taunf dan s34, Maka hal itu sudah
mencukupi untuk (mengganti) thaunfhaji dan s1'inya, tanpa perlu melakukan
mabit dan melempar jumrah, karena kedua amalan ini bukan bagian dari
amalan ‘ummh, namun keduanya harus diganti dengan membayar dam.
Adapun pendapat kedua, dan ini yang lebih shahih dan dipastikan oleh
kebanyakan ulama sebagai penjabaran atas qaul gadim, bahwa orang yang
mewakili/menggantikan harus mengambil (niat) #mm haji, lala meneruskan
amalan yang belum dikerjakan, adapun larangan mengambil (niat) dhram
haji di luar bulan-bulan haji adalah jika ia memmualai (dari awal). Sedangkan
yang (dijalankan) ini bukan permulaan, namun didasarkan pada ihram
yang sudah tetjadi pada bulan-bulan haji. Berdasarkan pada pendapat inj,
jika orang meninggal dunia dalam waktu antara dua tahallul, maka
(pengganti/wakilnya) mengambil niat ihram, namun tidak terlarang
memakai pakaian dan memotong (kuku atau rambut), namun bagi wanita
tetap haram sebagaimana seandainya si mayit masih hidup. Semua ketentuan
ini adalah jika ia meninggal sebelum (melaksanakan) dua tahallul. Adapun
jika ia meninggal setelah (melakukan) keduanya maka tidak boleh digantikan
tanpa ada perbedaan pendapat, karena amalan yang tersisa bisa ditutup
dengan membayar dam. Al-Rafi’i menyatakan, sebagian orang salah
paham menerapkan khilaf dalam kasus ini, dan itu adalah kekeliruan.
3. Referensi Lain
a. Al-’Aziz Syarh al-Wajiz, Dar al-Kutub al-Timiyah, 1417 H, Juz III,
h. 232-233.
b. Hidayah al-Salik ila al-Madzahib al-Arba’ah fi al-Manasik, Dar al-
Baya'ir al-Islamiyah, 1414 H, Juz ], h. 227.
¢. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Kalro, Dar al-
Istigamah, 1374 H, Juz ], h. 329.
d. Al-Fatawa al-Fighiyah, al-Kubra, Juz VI, h. 137.
e. Raudhah al-Thalibin, Juz II, h. 304.

432. Zakat Profesi

A. Deskripsi Masalah

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup
“hasil pendapatan dan jasa”. Pendapatan itu mancakup gaji, honorarium,
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-

dan sebagainya. Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, doktor, biro
travel, pergudangan, komissioner, dan lain-lain. Jenis usaha mehputl
perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

B. Pertanyaan

a. Apakah hasil pendapatan ker]a dan jasa yang halal patut
dipandang terkena beban zakat menurut syariat?

b. Sekira terbeban zakat bagaimana penggolongan ke dalam mal
Zakawi dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani?

c.. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung per
bulan oleh Badan Amil Zakat tertentu?

C. Jawaban

Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung

unsur mu'awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional /

non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya
yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai
jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah dikenakan kewajiban zakat.

Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan

tersebut lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta

terus-menerus untuk memperoleh keuntungan).

b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan)
dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman
pada standar nishab emas.

c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati,
pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai
pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya
pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh
pemiliknya.

D. Dasar Pengambilan Hukum
1. Mughni al-Muhtaj ila Ma’riﬁzh Alfazh al-Minhaj5

L @i\gg w;(\w ng_..,ﬁ\ \ng\;.inué;ﬂ\;;astﬁ\j)

o

5 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj,
(Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 398.
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(Suatu barang bisa menjadi komoditas tjarah manakala niat tt]aralmya
disertai usaha mendapatkannya dengan cara tukar menukar) yang mumi,
yaitu yang rusak dengan sebab rusaknya barang imbalan, seperti jual beli,
baik yang dengan ganti barang atau uang, dihutangkan ataupun kontan,
karena berkumpulnya niat fijarah dengan praktiknya. Termasuk barang yang
dimiliki dengan cara pertukaran adalah hibah yang diterima dengan
imbal balik atau yang diakadi damai, meski dalam kasus pembunuhan
-diyat dam-, upah atas penyewaan diri atau hartanya, barang atau jasa yang
ia sewa, yakni ia menyewa manfaat suatu barang dan ia sewakan dengan
maksud #jarah. Atau -pertukaran- yang tidak murni, yaitu -pertukaran-
yang tidak rusak karena rusaknya imbalan, sebagaimana hal itu al-
Nawawi sebutkan dengan ucapannya (demikian pula mahar dan imbalan
pengganti dalam Kdu’). Dua-duanya bisa menjadi tjarah bila disertai
dengan niat dagang (menurut pendapat al-ashshah), karena keduanya
merupakan barang yang dimiliki dengan jalan pertukaran. Karenanya dalam
hal barang yang dimiliki karena menjadi mahar atau imbalan pengganti
dalam kindu’ bisa terjadi syufah. Namun menurut pendapat kedua tidak
bisa, karena mahar dan imbalan pengganti dalam khulu’ bukan akad
pertukaran yang murni. Al-Nawawi dalam al-Majmu’ memastikan bahwa
yang benar adalah pendapat pertama.
2.1 anah al-Thalibinf’

S S wast a0 58 13 52 U Je 55, KL disyd plead 56 O iz
S35 oy B2 oty 15 8Y NS, 122 2 a5 Jebl S Al
st K.meuiat...z,“”%@'uzjs)“w\ t.lml,u;;\_,..g
i &Y o wd,\_\zﬁ\md 1536 J el £ & 8 o

¢ Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Jilid I, h.
173.
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Ketahuilah bahwa zakat tt]arah memiliki enam syarat sebagai
tambahan atas syarat dalam zakat emas dan perak. Pertama, kepemilikan
harta tersebut melalui pertukaran meski tidak bersifat murni. Yang
demikian karena pertukaran ada 2 jenis; bersifat murni, yaitu yang
menjadi rusak karena rusaknya barang imbalannya, seperti menjual
dan membeli. Dan bersifat tidak murni, yaitu yang tidak menjadi
rusak dengan sebab rusak imbalannya, seperti akad nikah. Syarat kedua,
dibarengi dengan niat tijarah begitu terjadi pertukaran, di dalam
transaksi itu sendiri atau di tempat transaksi. Yang demikian itu karena
sesuatu yang dimiliki dengan jalan pertukaran adakalanya dimaksudkan
untuk tijarah dan adakalanya untuk maksud lain, karenanya harus
ada niat yang membedakannya jika ia tidak memperbaharui niatnya
dalam setiap pengelolaannya setelah membeli dengan seluruh modalnya.
3. Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl’
ua,s G5 5 55\l ik iz 4255 52T 186 6l (W ST il sy )
5 \1\ O3 G RS y4 u" Ak u\-“— J\ nbi JU\J L) X} J6 55\ Ju
B o e 3l JalE o 6l LL»;L:;QL NE5s o W 5 s e 18
F\cf 1385 55\all 365 S5 L sl ) QbaK ')LM.\.»_.@L;_’,Bj\
(Ungkapan penulis: “Dan menyewakan diri atau hartanya.”),
yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan
dengan maksud tjgrah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah.
Ibn Hajar al-Haitami dalam Thuhfah al-Muhtaj mengatakan: “Harta
itu terbagi 2 macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya,
maka jika upahnya berupa mata uang kontan atau dengan dihutang
langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum.
Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat
menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniati
tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini
berlangsung setiap tahun.

7 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, {Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362
H), Jilid IV, h. 31.
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4. Minhaj al-Qawim?
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(Keempat, kepemilikan ter;adj dengan cara pertukaran) yang
bersifat murni, yaitu pertukaran yang rusak karena rusaknya barang
imbalan, seperti jual beli dan hibah dengan imbalan, menyewakan diri
atau hartanya, atau barang yang ia sewa, atau tukar menukar yang tidak
bersifat mumi, semisal maskawin, imbalan pengganti dalam Kmdu’ dan
perdamaian (dalam kasus) pembunuhan. Berbeda dengan harta yang
dimiliki tanpa pertukaran, semisal warisan, hibah murni, berburu, hutang
dan harta yang dimiliki melalui pembatalan akad, atau pengembalian
barang karena cacat, maka tidak ada zakat padanya, sekalipun dibarengi
dengan niat tijarah, karena barang itu tidak dianggap sebagai sebab tz]amh
karena tidak adanya pertukaran.

4. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani®

”"UJ”"' ¢ )\QLM&\;L&}’W‘U\’“”&JH‘M@S)
P PE \>\§J J—";‘}‘ J&- ue-U‘ 2551 s (21543) 2o Moy
el L LB 2RI G ) ) a5 el wak B)355 'e\::s\ﬁus R
"“S‘C_J"-}%’};J@“}M@? Ble) 8 38 ""H)waa—*’
&J\r“;:du-,:n:;wdu&d}\dufvd};zg
fuﬂ.:;dw;"w\,t:: FGe s ‘&\u‘sg\,uf\unx;;:.:,
\;:Jp\w “\;:J\M;ﬂ"\.p(ému,\wﬂ 515155 4; )
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8 Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah
al-Syarafiyah, 1362 H) Jilid IV, h. 31-33.

o Ibn Hajar dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah al- Muhta] dan Hawasyi al-Syirwani
pada Hawasyai al-Syarwani wa al-"Ubbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid 111, h. 295-296.
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(Suatu barang dapat dlperuntukkan tijarah bila niat tijarahnya
dibarengi dengan usaha mendapatkannya dengan cara pertukaran)
murni, yaitu yang rusak sebab rusaknya imbalan, (seperti membeli),
baik dengan ganti barang atau uang, hutang hal -yang wajib dilunasi
ketika ditagih- ataupun hutang mu’ajjal -yang wajib dilunasi ketika
sampai waktu tertentu-, dan seperti menyewakan diri atau hartanya.
Termasuk di antaranya adalah ia menyewa suatu manfaat dan
menyewakannya dengan maksud tijarah. Maka dalam hal apabila
orang menyewa tanah untuk disewakan kembali dengan maksud
tijarah, lalu telah lewat masa setahun namun belum disewakannya,
maka ia terkena wajib zakat tijarah. Lalu ia hitung tanah itu dengan
harga sewa standar selama setahun dan ia keluarkan zakat harga
sewa tersebut, meski ia tidak mendapatkannya. Sebab telah lewat
masa setahun pada harta tijarah yang dimilikinya. Sementara harta
itu terbagi dua jenis; benda dan manfaat barang. Jika tanah tersebut
disewakan, maka jika ongkos sewanya kontan, hutang hal atau
hutang muajjal, maka padanya berlaku hukum yang telah disebutkan.

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: “Dan seperti menyewakan diri
atau hartanya ...), redaksi dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah
al-Muhtaj: “Termasuk harta yang dimiliki dengan cara pertukaran
adalah upah atas penyewaan diri atau harta seseorang, barang yang
disewanya atau manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewa

M .-—\-\
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suatu manfaat dan menyewakannya dengan maksud tijarah.”
Sampeai di sini redaksi dua kitab tersebut.

Demikian pula dalam kitab al-"Ubab dan Syarhnya, hanya saja al-
Nawawi dan Ibn Hajar mengganti kata gt -jasa- dengan o3t
(barang produktif/alat kerja). Dan -redaksi itu disebut- dalam kitab
Raudh al-Thalib dan Syarhnya kecuali ucapan mereka: “Yakni ...”

Ibn Qasim al-’Abbadi Berkata: “Ungkapan beliau: “Barang yang
disewanya.” ‘athaf pada kata i_Z, artinya termasuk harta yang
dimiliki dengan jalan pertukaran adalah upah dari barang yang ia
sewa. Demikianlah makna yang jelas dari redaksi ini yang terkadang
menjadi samar -bagi sebagian orang-, maka renungkanlah!

Dan Ali Syibamallisi berkata: “Ungkapan al-Ramli -dalam Nihayah
al-Muhtaj di atas: “Atau manfaat barang yang disewanya.”, kajilah
perbedaan antara redaksi ini dengan redaksi sebelumnya. Sebab,
meski akad sewa terjadi pada barang, namun berkaitan dengan
manfaatnya. Kadang dikatakan: “Perbedaannya jelas”. Karena
maksud ucapan beliau: “Barang yang disewanya.” adalah upah yang
diambil dari manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewakan
barang yang disewanya dengan upah beberapa dirham, maka dirham
tersebut merupakan harta tijjarah. Dan maksud ucapan beliau: “Atau
manfaat ...” adalah manfaat itu sendiri.” Sampai di sini ungkpan Ali
Sibramallisi. Maka maksud perkataan mereka: “Atau manfaat ...”
adalah makna yang disampaikan al-Syarih -Ibn Hajar- dengan
ungkapannya: “Termasuk di antaranya adalah ia menyewa ...”

433. Wakaf dengan Uang Kontan/Cash

A. Diskripsi Masalah

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf
berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.
B. Pertanyaan

Bagaimana pandangan syariat Islam tentang masalah wakaf dengan
uang cash (kontan) termasuk cara pemanfaatannya?
C. Jawaban

a. Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan
sebagian Hanafiyah), wakaf dengan uang kontan/cash hukumnya
tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun
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menurut sebagian Hanafiyah diperbolehkan.

b. Mengenai tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan
melestarikan nilainya seperti investasi melalui mudharabah dan
semisalnya.

D. Dasar Pengambilan Hukum
1. Al-Fatawa al—Hindiyah / al-Fatawa al-’ Alamkariyah?0
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Adapun mewakafkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali
dengan menghabiskannya semisal emas, perak, makanan dan minuman,
maka menurut pendapat mayoritas fugaha tidak boleh. Yang dimaksud
emas dan perak adalah dinar dan dirham, bukan perhiasan. Demikian
dalam kitab Fath al-Qadir. Menurut satu pendapat di suatu tempat,
para fugaha mengakui hal itu dan difatwakan boleh. Ditanyakan:
“Bagaimana caranya?” Pemilik pendapat itu menjawab: “Dirham-
dirham itu dihutangkan kepada para fakir, lalu ia ambil lagi. Atau
diberikan dengan diakadi mudharabah dan orang itu menyedekahkan
keuntungannya. Gandum dihutangkan pada para fakir, lalu mereka
tanam dan diambil lagi dari mereka. Pakaian dan baju diberikan
kepada mereka agar mereka pakai ketika membutuhkan, kemudian
diambilnya.” Begitu dalam al-Fatawa al-’Attabiyah.

2. Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin1

,‘ﬂ‘
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10 Nizhamuddin al-Balkhi, dkk., al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fatawa al-'Alamkariyah, (Mesir:
al-Amiriyah, 1314 H), Juz II, h. 362-363.

11 Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 378.

Solusi Problematika Aktual Hukum Islam 601



ks iy s saids ks iy a5 sy 650 a3k
5 BN 5 S § 2 S 55
Rukun wakaf kedua adalah barang yang diwakafkan. Yaitu setiap
benda tertentu yang dimiliki dengan hak milik yang bisa dipindahkan,
punya faidah dan manfaat yang bisa disewakan. Dengan kata 2
(benda), kami kecualikan suatu man.faat dan wakaf yang disanggupi
dalam tanggungan. Dengan kata iZi: (tertentu), kami kecualikan
wakaf salah satu dai dua budak seseorang. Dengan kata 5322 (yang
dimiliki), kami kecualikan benda yang tidak dimiliki seseorang.
Dengan kata i ji (yang bisa dipindahkan), kami kecualikan umm
al-walad (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya) dan
alat-alat permainan. Sedangkan yang kami maksudkan dengan kata
£ (faidah) adalah buah, susu dan semisalnya, dan kata £i (manfaat)
adalah menempati, memakai dan semisalnya. Ungkapan ucapan kami
\§ ;&2 (yang bisa disewakan) tersebut mengecualikan makanan dan
semisalnya.
3. Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin12

3 B Ao KRGS & Ll ol °~\333\3‘..a33d\g.a§33i.2m\
gﬂ.\wtwr»\)‘d\b‘i\“‘ Nl §55 u...mu@,)‘};\q;;é%
5,:;3"’“’ ,u.,al' \J.:.i.“ "”

Masalah keenam, tentang wakaf dirham dan dinar terdapat dua
pendapat seperti menyewakan keduanya, jika kita memperbolehkan
menyewakanya maka sah wakafnya untuk disewakan, dan sah wakaf
perhiasan untuk dipakai. Al-Imam al-Haramain meriwayatkan, para
ulama menyamakan dirham yang dibuat perhiasan dengan wakaf
budak kecil. Namun beliau sendiri ragu-ragu dalam hal tersebut.

4. Al-Mughni3

z
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12 Muhyiddin al-Nawawi, Reudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 380.
13 Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz V, h. 382.
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Masalah. Abu al-Qasim, yaitu Umar bin al-Husain bitt Abdullah
al-Khiraqi: “Barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan
menghabiskannya seperti emas, perak, makanan dan minuman,
- maka wakafnya tidak boleh.” Termasuk dalam bagian itu adalah barang
yang tidak dimungkinkan dimanfaatkan besertaan benda itu masih
ada, semisal dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan semisalnya,
maka tidak sah mewakafkannya menurut mayoritas fugaha dan ulama.
kecuali satu riwayat dari Imam Malik dan al-Auza’i tentang wakaf
makanan, bahwa hal itu hukumnya boleh. Akan tetapi murid-murid
Imam Malik tidak meriwayatkannya, dan pendapat itu tidak benar.
Sebab, wakaf adalah membekukan asal dan membatasi alokasi hasilnya.
Sementara itu, barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan
menghabiskannya itu tidak mengandung unsur seperti itu. Menurut
satu pendapat, dirham dan dinar itu sah diwakafkan berdasarkan
pendapat ulama yang mengesahkan penyewaannya. Dan pendapat
itu tidak sah. Sebab, manfaat -yang dimaksud dalam persewaannya-
itu idak menjadi hal pokok yang darinya harga barang itu muncul.
Oleh sebab itu, manfaatnya tersebut tidak ditanggung dalam kasus
ghasab. Maka tidak boleh mewakafkan barang tersebut, seperti wakaf
pohon untuk menjemur pakaian, wakaf kambing untuk menginjak-
injak lumpur dan wakaf lilin untuk dijadikan hiasan.

434. Penyakit Antraks

A. Diskripsi Masalah

Baru-baru ini ada kasus seseorang meninggal dunia karena terserang
penyakit berbahaya (antraks) dan dia seorang muslim. Menurut penelitian
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medis, penyakit yang menyerang orang tersebut (antraks) termasuk
jenis penyakit berbahaya dan bisa menular kepada yang menyentuhnya.
B. Pertanyaan _

Apakah mayit yang mengidap penyakit antraks harus dimandikan
dan dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap mayit sehat, dan
bagaimana cara memandikan dan menguburnya?

C. Jawaban

Jenazah yang meninggal dunia akibat penyakit antraks tetap
harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikubur sebagaimana
aturan syariat. Sedang cara memandikannya dengan mempergunakan
peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Sementara
untuk penguburannya tidak harus di tempat terpisah asal dianggap telah
bisa mencegah akibat penularannya.

D. Dasar Pengambilan Hukum
1. Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl
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14 Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362
H), Jilid I3, h. 443.

15 Mungkin yang dimaksud adalah kata: I2 j J (tidak dishalati), seperti redaksi dalam
kitab Minhaj al-Thalibin. Lihat al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni Muhtaj ila
Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyah, t. th.), Juz II, h. 50. (Pen.)
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(Ungkapan penulis: “Dengan syaratnya.”), maksudnya tayamum.
Yaitu tidak menemukan air secara nyata atau menurut syari'ah.
Disyaratkan pula sucinya kafan sampai selesai dishalati. Maka bila
seseorang mati sebab terkena bangunan roboh atau semisalnya,
seperti jatuh di sumur atau laut yang dalam dan sulit dikeluarkan
dan disucikan, maka ia tidak dishalati karena tidak syaratnya tidak
terpenuhi. Ini adalah yang dikutip al-Nawawi dan al-Rafii dari al-
Mutawalli, dan mereka berdua menetapkannya. Dalam al-Majmu’ al-
Nawawi berkata: “Sungguh dalam hal itu tidak terdapat khilaf.”
Namun sekelompok muhaggigin menentangnya.

Syaikh Muhammad Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al-
Muhtaj berkata dari mengutip sebagian ulama mutaakhkhirin: “Dan
tidak ada alasan meninggalkan menyolatinya. Sebab, perkara yang
mudah tidak gugur karena perkara yang sulit, dan karena hadits
shahih -muttafaq ‘alaih-: “Dan bila kalian aku suruh dengan suatu
perkara maka laksanakanlah semampu kalian.” Dan karena maksud
menyolatinya adalah mendoakan dan menolong si mayit. Al-darimi
dan selainya mantap atas sungguh mayit yang sulit dimandikan itu
tetap dishalati. Al-Darimi berkata: “Bila tidak, maka semestinya sungguh
orang yang terbakar dan menjadi abu, atau dimakan binatang buas
tidak dishalati. Dan aku tidak tahu seorang ulama pun dari madzhab
Syafi'i yang berpendapat demikian.” Al-Adzra’i menjelaskan secara
panjang lebar mengenai masalah ini. Dan hatiku lebih condong pada
pendapat sebagian ulama mutaakhkhirin itu. Namun pendapat yang
ku terima dari guru-guruku.

2. Mughnz al-Muhtaj ila Ma’ rzfah Alfazh al-Minhaj'®

,\6;6_\&.;,),@3,\ \0\5,;5 o ) 38 (4 535 50)

B Joil Y5 el Jif 18\ 63 (23 Basan 8 Elj‘_}..ab‘-.\\‘)c
MC&}M:&S AdA) E.Z.’ab‘\...ds\..l\ _,))c\é\&u:.s.lub-

-

(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya,
seperti terbakar atau terkena racun binatang dan bila dimandikan akan
rontok, atau dikhawatirkan orang yang memandikannya tertulari -semisal
racun dari tubuh jenazah- dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-,
maka (jenazah itu ditayamumi) secara wajib, karena digiyaskan pada

16 Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Mubhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir:
al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 358.
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mandi jinabah. Dan tidak boleh dimandikan karena menjaga jasadnya

agar dimandikan sesuai kondisinya. Dan bila sebulum penguburan

ditemukan air dalam kasus ketika jenazah ditayamumi karena tidak

adaanya air, maka ia wajib dimandikan.

3. Al-Figh “ala al-Madzahib al-Arba’ah 17

st.&‘- \& £ bu\fp\)""\ U\.u.’s g...J\J_..c.r\.Z.’e""\"-jiij

Cbu’_:', Y f)g ’l\;\ .u,\b Q).:u e ;l..l\ oy °\ dLu (W 3\ 833 ’:—L.a.._."” C)\
(.JJJU).LJ!-LMQLUJAJMJJ ,’/,NSQU\L;»@:

Dan tayamum bisa menggantikan memandikan mayit karena
tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal
orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika
dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok.
Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi
air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan
cara dituangi air tanpa digosok.

4. Al—Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab'#
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(Sub Masalah) Penulis -Abu Ishaq al-Syairazi- dan para Ashhab
berkata: “Apabila tidak dimungkinkan memandikan mayit karena
tidak ada air atau karena korban kebakaran, yang jika dimandikan

17 Abdurrahman al-Juzairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr,
1996), Jilid I, h. 476.

18 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr,
1992), Jilid V, h. 137.
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akan jenazah akan rontok, maka tidak boleh dimandikan, namun
ditayamumi.” Tayamum ini hukumnya wajib, karena berfungsi
menyucikan tanpa terkait membersihkan najis. Karenanya wajib
beralih pada tayamum ketika tidak ada air, seperti mandi janabat.
Kalau jenazah itu mati karena sengatan binatang berbisa, yang sekira
bila dimandikan akan rontok atau berbahaya bagi yang memandikannya,
maka jenazah harus ditayamumi karena alasan yang telah kami
sebutkan.

Al-Imam al-Haramain, al-Ghazali dan ulama lain dari Khurasan
menyebutkan, jika pada jenazah ada luka yang bernanah, di mana
jika dimandikan dikhawatirkan mempercepat hancurnya jenazah
setelah dikuburkan, maka tetap wajib memandikannya, karena
semua orang akhirnya akan hancur. Begitu perincian madzhab kita.

~ Ibn al-Mundzir meriwayatkan pendapat dari Imam al-Tsauri dan
Imam Malik tentang jenazah yang dikhawatirkan bila dimandikan
menyebabkan dagingnya rontok, dan orang-orang tidak mampu
memandikannya: “Cukup dituangi air.” Sedangkan menurut Imam
Ahmad dan Ishaq, jenazah itu ditayamumi. Dan Ibn al-Mundzir
berkata: “Dengan pendapat ini aku berpendapat.”

5. Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari®
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19 Shihabiddin Ahmad al-Qusthalani, Irsyad al-Sari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), Jilid V, h. 137.

20 Mungkin yang benar tanpa huruf &3, seperti redaksi dalam Fath al-Bari. Lihat, Ibn Hajar
al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: 1379 H), Juz X, h. 160.
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(Menjauhlah dari orang berpenyakit kusta, seperti kamu menjauh)
maksudnya menjauhmu (dari singa). Huruf © adalah mashdariyah.

Hadits tersebut dijanggalkan besertaan hadits yang telah lewat, yaitu
Nabi Saw. makan bersama penderita kusta, dan beliau Saw. bersabda:
“Karena percaya dan tawakal kepada Allah.” Kejanggalan itu dijawab
dengan: “Sungguh yang dimaksud dengan menafikan penularan
penyakit adalah bahwa suatu penyakit tidak menular sebab wataknya.
Karena menafikan keyakinan orang jahiliyah yaitu bahwa penyakit-
penyakit itu bisa menular tanpa disandarkan kepada Allah, seperti
keterangan yang telah lewat. Maka Nabi Saw. membatalkan keyakinan
mereka dan makan bersama penderita kusta untuk menjelaskan
kepada mereka bahwa Allah Swt. adalah dzat yang membuat sakit
dan menyembuhkannya. Dan beliau Saw. mencegah mereka untuk
mendekat penderita kusta untuk menjelaskan bahwa sebab-sebab ini
yang Allah berlakukan sebagai adat bisa memunculkan musabbab
(akibat)nya. Maka dalam pencegahan beliau Saw. terdapat penetapan
sebab-sebab dan dalam tindakan beliau terdapat isyarat bahwa sebab-
sebab itu tidak bisa bereaksi sendiri. Namun Allah yang bila berkehendak
maka Ia cabut kekuatan sebab-sebab itu dan bila berkehendak Ja tetapkan
kekuatannya, lalu bereaksi.[]
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